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MOTTO

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu
dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori fiwa itu

(Q.S. As. Syam Ayat 9-10)

Oemar Bakri, 1984 afsir Rahmatmutiara, Jakarta
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RINGKASAN

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupmah tangga
yang kekal dan bahagia diantara suami-isteri dengeksud melanjutkan
keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tamtmaluriah manusia untuk
berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan metepekedamaian hidup
serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak emeim sSyarat dan
rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatayieasnatu perkawinan adalah
adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang syamg melakukan
perkawinan poligami tanpa seizin isteri atau bahkaami tersebut melakukan
pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perieawiya tersebut. Pembatalan
perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat drajk& Pengadilan Agama bagi
mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islanked®engadilan Negeri
bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya diaratsipil. Dibatalkannya
perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibktifn baik terhadap status
perkawinan yang pernah dilaksanakannya, harta pérka, pihak ketiga serta
status sah tidaknya anak dari hasil perkawinae berts

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadiedig&lilan Agama
Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah dafesmohon | menikah
dengan Termohon Il dengan menggunakan keterang&onmdm palsu yang
menyatakan Termohon | duda dan ditinggal matiirsgaryang pertama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikkuntembahas persoalan
tersebut dengan judulKAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi putusan
Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PKra. Tanggal 11
April)”.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tenpertimbangan hakim
dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dabatakiukum yang

ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan.
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Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antam lantuk memenuhi dan
melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telehtditan guna meraih gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jensbbagai referensi bagi
masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenbatzam perkawinan
dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakulthskum angkatan
berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusesalah yang telah
ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendelatadis normatif ,
pendekatan masalah menggunakan pendekatan perumddsggan (statute
approach) pendekatan kasugase approach)untuk sumber bahan hukum
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekuAdmlisis bahan
hukum dan permasalahan dibahas menggunakan amgksptif kualitatif yang
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metedkiktif.

Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalm mempeusara Nomor:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra., telah sesuai dengan duduérkapa, dengan
pertimbangan dari para pihak, bukti-bukti, maupuetekangan saksi dan
dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalerkam tersebut. Akibat
hukum yang ditimbulkan terhadap anak ialah ana&ptetbagai anak kandung
dan berhak pula menjadi ahli waris. Kedudukan iig&tusnya kembali seperti
keadaan semula sebelum terjadi perkawina. Mendwaré bersama diserahkan
kepada bekas suami isteri atau didasarkan pada amgammasing-masing.
Terhadap pihak ketiga apabila terjadi perjanjiankananereka harus tetap
menyelesaikan.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujuagi para praktisi
hukum yang mengadili dan memutus perkara pembafdmwinan, bagi para
pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinabag para pasangan yang
akan menikah supaya lebih mengetahui dengan pasii jelas jati diri
pasangannya agar pembatalan perkawinan tidak ite§jgdr lebih jelas dan tepat
dalam mengeluarkan keputusan maka lebih baik Pdagadlgama memanggil
istri pertama sebagai saksi dalam persidangan,n&arstri pertama tersebut

merupakan salah satu saksi yang kuat.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kodrat bagi manusianggdnidapat berlangsung
terus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tugaamaudari pada perkawinan adalah
membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan atagntara suami isteri dengan
maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adangkawean maka kelangsungan
hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kemdopmusia akan berhenti. Pada
zaman moderen ini kelangsungan makluk hidup sudsédn dilakukan tanpa melalui
perkawinan yaitu melalui kemajuan teknologi namemikian perkawinan tidak akan
pernah luput dari kehidupan manusia karena menyarghutuhan lahir dan batin bagi
seorang pria dan seorang wanita sebagai suanii ister

Suatu peraturan dimaksudkan agar perkawinan depanigsung dengan baik dan
tertib. Peraturan-peraturan yang dimaksud tidalgdang terjadi begitu saja tetapi
melalui perjuangan yang sangat lama karena penufpadehambatan baik pada zaman
sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan akhirmigatphun 1974 baru tercipta
dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengma Undang-Undang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dinana undang-unofmgenganut asas monogami
yang sifatnya tidak mutlak. Itulah sebabnya sehanggdang-Undang No 1 Tahun 1974
dikatakan menganut asas monogami terbuka.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telamenuhi syarat-syarat dan
rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaamgsmasing, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Notahun 1974 tentang
perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana gamaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naturimanusia untuk
berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan metepekedamaian hidup serta
menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, makamdagama Islam
menganjurkan agar setiap orang melangsungkan pew@wHidup terus membujang

atau tidak kawin tidak dibenarkan.



Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak emetim syarat dan rukunnya.
Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya sweakawinan adalah adanya suatu
perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakp&egkawinan poligami tanpa
seizin istri atau bahkan seorang suami tersebuakukidn pemalsuan suatu identitas
untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pemlmapsekawinan berdasarkan alasan
tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagekaeyang menikah dengan
ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri in@geka yang mencatatkan
perkawinannya dicatatan sipil. Dibatalkannya peikaw tersebut, maka akan
menimbulkan akibat hukum baik terhadap status pérkeen yang pernah
dilaksanakannya, kedudukan istri, serta statugidaknya anak dari hasil perkawinan
tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi ehga&lilan Agama
Karanganyar dan telah diputuskan melalui putusamg&dilan Agama Karanganyar
Nomor:832/Pdt.G/2004/PA Kra.

Pemohon (Drs. Yusuf bin Imam Mawardi) mengajukarmmonan pembatalan
perkawinan ke Pengadilan Agama Karanganyar untuknbm&alkan perkawinan
Termohon | (Sri Satoso Setyo Basuki bin Sastro \Ga§l dengan Termohon I
(Suparmi binti Kariyo Rejo).

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohendah Termohon Il telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Novemb@4 Phenurut Agama Islam
dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tiemcadalam buku nikah Nomor
412/11/X1/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamataviatesih Kabupaten
Karanganyar.

Pemohon selaku Ketua KUA yang pada waktu terjadigveinan berkedudukan
sebagai wali nikah yang disebut sebagai wali halang sebelumnya tidak mengetahui
bahwa termohon | ternyata telah dan atau masikatepernikahan dengan Ny. Tri
Hardini binti Hadi Sumarto. Pemohon baru mengetddalitersebut satu bulah setelah
terjadi pernikahan, karena laporan dari istri pagd ermohon | (Ny. Tri Hardini) yang
datang ke KUA dengan membawa surat nikah yang satyal dengan termohon |,

kemudian Ketua KUA mengecek kebenaran laporan latsdan ternyata benar.



Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Matesih atali Wakim mengajukan
pembatalan perkawinan karena perkawinan Termohdengan Termohon Il ternyata
terdapat cacat hukum dikarenakan adanya unsur ymemigtatus/identitas, dengan
mengaku telah menduda ditinggal mati oleh istringangan melampirkan surat
keterangan kematian palsu pada persyaratan perkaweng harus dipenuhinya guna
melakukan pernikahan dengan Termohon Il. Sedang&ayataannya istri Termohon |
(Ny. Tri Hardini binti Sumarto) masih hidup dan gzan saat ini masih terikat
perkawinan yang sah dengan kutipan akta nikah Nor266/108/VI1/1979 tanggal 25
Juni 1979 dan telah memiliki dua orang anak.

Atas permohonan Pemohon maka termohon Il yang diwaleh Kakaknya
sebagai kuasanya, pada pokoknya tidak keberatarpatenohonan Pembatalan Nikah
antara Termohon | dengan Termohon Il karena Termdhqguga baru mengetahui
keadaan yang sesungguhnya dari istri pertama Tenmoh(Ny. Tri Hardini) yang
datang kerumah kakaknya (karena Termohon | dan dlewsm Il bertempat tinggal
sementara dirumah kakaknya) dengan memperlihatkeat siikah yang sah antara
dirinya dengan Termohon |. Karena baru kenal ddarbkemudin menikah sehingga
Termohon 1l tidak begitu mengenal Termohon |, yaragla saat itu mengaku duda
ditinggal mati oleh istrinya.

Pengadilan Agama Karanganyar pada akhirnya mengabupermohonan
Pemohon dan membatakan perkawinan Termohon | defigamohon Il dengan
penetapan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra, dengardasarkan pada keterangan
Pemohon Dan pengakuan Termohon IlI, dan untuk peagaTermohon | tidak dapat
didengar, dikarenakan tidak dapat hadir pada pemngiah walaupun telah dipanggil
secara patut dan sah disebabkan oleh sesuatu &alayang sah, tetapi dengan
didukung keterangan dari saksi-saksi.

Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Karangangéasdberdasarkan pada
pertimbangan bahwa pekawinan antara Termohon lasefigrmohon Il adalah tidak
sah karena Termohon | masih terikat perkawinan wamgdengan Ny. Tri Hardini binti
Hadi Sumarto dan saat itu Termohon | mengaku te&ktatus duda maka terjadinya

perkawinan antara Termohon | dengan Termohon ligaedung unsur penipuan.



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penefiarik untuk membahas
beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tpEmbgerkawinan ini dalam
suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

‘KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN"(Studi Putusan Pengadilan Agama
Karanganyar N0:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 Agl)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikeatali, maka permasalahan yang
akan penulis bahas dalam penulisan skripsi inigatzerikut :
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus merk@mbatalan
perkawinan Putusan No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra.?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibatarga pembatalan
perkawinan?
1.3 Tujuan Penelitian
Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjagian umum dan tujuan
khusus.
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan penelitian skripsi ini secara umum antaira:la
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai petsyaryang telah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum padaultéak Hukum
Universitas Jember.
2. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam merfanvawasan
mengenai pembatalan perkawinan.
3. Sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukangkatan
berikutnya.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan penelitian skripsi ini secara khusus adalah
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memuttdsapa pembatalan

perkawinan.



2. Agar bisa mengetahui akibat hukum apa saja yangulirdari pembatalan
perkawinan.
1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur utama untoknemukan,
mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedug Yaenar serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga nsesilghn suatu penelitian yang
mendekati kebenaran optimal.

Metode penelitian juga berarti pencarian kembaliaoh artian pencarian terhadap
pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil giemcarian ini akan dipakai untuk
menjawab permasalahan (Amirudin dkk,2004:19).

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk meakgmaturan hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu mukygang dihadapi, dan juga
untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsmp Isebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahg@d:35)

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisknps ini adalan tipe
penelitian yuridis normatif, yaitu membahas aspge permasalahan dengan
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-gawlarsebagai data yang
mempunyai kekuatan mengikat.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekging dapat digunakan
untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenaihiskum yang dicoba untuk
dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dagt@melitian hukum adalah
pendekatan Undang-undaifstatute approach)pendekatan kasu&ase approacah),
pendekatan historis(historical approach), pendekatan komparati{comparative
approach),dan pendekatan konseptgabnceptual approach).

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pelahas dalam penulisan
skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan pemmdadanganstatute approach),
yaitu dengan menelaah semua Undang-undang yangitaerkdengan permasalahan

yang dibahas. Pendekatan lain yang digunakan adpéaidekatan kasugcase



approacah)yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasdaitan dengan isu
yang dihadapi dalam bentuk putusan Pengadilan keskan Hukum
tetap.(Marzuki,2005:94)
1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penejiting digunakan untuk
memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukumdy@ergleh diharapkan dapat
menunjang penyusunan skripsi ini adalah:
1.4.3.1Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mendialiri dari suatu
norma positif dan kaedah-kaedah hukum yang maslhkoe Dalam hal ini yang
dipakai adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 targn
perkawinan,Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putus&engadilan Agama
Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA Kra.
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Penjelasan dari bahan hukum primer untuk mengamalean memahami bahan
hukum primer seperti rancangan dari suatu peratypemdapat para ahli dari hasil
dari suatu penelitian. (Soemitro,1990:12).
1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dan permasalahan akan dibatergggunakan analisa
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk np@roleh gambaran secara singkat
mengenai permasalahan yang tidak didasari atasgaitestatistik tetapi didasarkan atas
analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma huiasyarakat yang akan dibahas
(Soemitro,1990:98). Hasil analisa tersebut selagpuditarik suatu kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metoddisena/ang berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai skajadian khusus. Hal ini dapat
diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai pgamasalahan yang bersifat
umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (80el890:97), sehingga

tercapailah hasil sesuai dengan tujuan dari peamulis



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun f@idertian perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria deisgarang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) lyahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalagyaehegara yang berdasarkan
pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhdiaaig Maha Esa. Maka perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agamakdeohanian, sehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atamgai, tetapi unsur batin atau

rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Isldalam pasal 2 adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat amditsaagan gholiidharuntuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Adapun kata “Nikah” bersal dari bahasa arab yarigpyar adalah‘nakaahun”
yang merupakan masdar atau kata asal dari kata ‘Rémkaha”, sinonimnya adalah
“Tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesiagaelparkawinan.
Kata “Nikah” sering kita pergunakan sebab telah ukadalam bahasa Indonesia. (H.
Rahmat Hakim, 2000:11)

Pengertian perkawinan manurut hukum islam, addkkad” (pernikahan) antara
wali wanita calon istri dengan pria calon suamirddkad itu harus diucapkan oleh wali
si wanita dengan jelas berupa serah (ijab) damé&efkabul) oleh si calon suaminya
yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yargemuhi syarat. (Hadikusuma,
1990:11).

Perkawinan adalah hubungan sexual, menurut befiatidak ada perkawinan

bilamana tidak ada hubungan sexual antara suamimsika tidak perlu ada tenggang



waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi, bekaginim dengan laki-laki
lain.(Hazairin dalam Ramulyo, 1996:2)

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakaim dlia orang, dalam hal ini
perjanjian antara seorang pria dengan seorang avaeiigan tujuan material, yakni
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakdial itu harus berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soimin, 1992:6).

Dalam pembagian lapangan hukum Islam perkawinatalad@rmasuk dalam
lapangan “Muamalah” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar meaiadam
kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manualard garis besarnya dapat dibagi
dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan;

2. hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekelma dan rumah
tangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termdsi&km nomor (1), yaitu

hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

Agama Islam memandang perkawinan dari berbagai @gmyamin,1988;5),

antara lain :
1. Dari segi Ibadat :

Menurut agama islam, melangsungkan perkawinan tbersiaksanakan sebagian
dari ibadat yang berarti pula telah menyempurnakabagian dari agamanya.
Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabramin dAl Hakim yang

terjemahannya sebagai berikut : “Barang siapa yalah dianugerahi Allah isteri
yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusalsakaigian agamanya. Maka

bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain.
2. Dari segi Hukum :

Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yasgadiatka dalam agama Islam



merupakan suatu perjanjian yang kuat. Hal ini dideen pada Surat An-Nissa ayat

21 yang menterjemahkan :

“Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telahukaenikan kepada bekas
isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampugdbf dengan yang lain
sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-istetghtanengambil dari kamu janji

yang kuat”.
3. Dari segi Sosial

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatuakga yang diliputi rasa
penuh kasih sayang diantara anggota. Keluarga maeaumti dari masyarakat dan

masyarakat merupakan bagian dari bangsa.
2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkawd#ujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) pahggia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 3 (tiga)nyagakan, perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggagysakinan, mawadah, dan
warahmah. Tujuan perkawinan dalam Islam ialah umhginperoleh keturunan yang
sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah aayaggy damai dan teratur. Selain
itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tygee@winan dalam islam selain
untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohamusia, juga sekaligus untuk
membentuk keluarga dan memelihara serta menerusiamunan dalam menjalani
hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan,r agacipta ketenangan dan
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenmakeluarga dan masyarakat.
(Ramulyo,1996:26)

2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-gngerkawinan maka

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurktitn masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu. Dari rumusan Pasal 2 ayatdhpat disimpulkan bahwa sah
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tidaknya perkawinan adalah semata-mata ditentuki@h &etentuan agama dan
kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pegdawini bahwa suatu
perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hudgama, dengan sendirinya
menurut Undang-undang perkawinan dianggap tidakdsahtidak ada akibat hukum

sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan sah adalah parkawinan yang berlandaskd&eum Perkawinan
Nasional, yaitu perkawinan yang dilaksanakan mentata tertib aturan hukum yang
berlaku dalam agama. Untuk hukum masing-masing agganberarti hukum masing-

masing yang dianut oleh kedua mempelai. (HadikusW9@0:26).

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) dikatakan takkperkawinan diluar hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sdengan Undang-undang Dasar
1945. Maksud dari masing-masing hukum agama darer&apaan itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagngaibagama dan kepercayaan itu
sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan ket Undang-undang ini. Jadi bagi
mereka yang beragama islam maka yang menentukaridsdmya perkawinan itu
adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, hal yamg $aga terdapat dalam agama lain

yaitu hukum agama yang menjadi dasar pelaksanadn garkawinan.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawidaatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”, maka suatu pérkavibisa dikatakan sah apabila
perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan magKUA) bagi mereka yang

beragama islam dan dikantor catatan Sipil bagi ysrggama non islam.

Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syara letat bagi pihak-pihak
yang akan melangsungkan perkawinan. Bab Il Pakaldgha Pasal 12 memuat syarat-

syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang melangsamglerkawinan. (Rasjidi,1991:73).

Bab Il Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Ndméahun 1974 tentang

perkawinan itu sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak
Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami datocaisteri yang saling sepakat
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untuk menikah tanpa ada keterpaksaan dari salalpsetk atau dari pihak lain.

. lzin orang tua-wali
Ayat (2) Pasal 6 menentukan bahwa untuk malangsungkrkawinan, seorang

yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun hamrgdapat izin kedua
orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua atangeninggal dunia, izin
itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidtgu dari orang tua yang

mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat dipedzeh

a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkapesti ayah, kakek,

atau saudara lelaki yang seibu dan sebapak
b. Orang yang memelihara

c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalans ¢g@turunan yang
lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masiphidn dalam keadaan

dapat menyatakan kehendaknya.

. Batas umur untuk kawin
Ayat (1) Pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentbikdowa perkawinan

hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapairwsambilan belas tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas.télyat (2) menetapkan
tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketem¢usebut di atas dengan
jalan meminta terlebih dahulu perkecualian kepagtegpdilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mauwpanita. Dalam hal salah
seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, npekkecualian dapat
dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yhnmjuk oleh orang tua
yang masih hidup atau wali, orang yang memelihkakek dan nenek dari
pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengdenkuan bahwa segala
sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamaarysepercayaannya

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

. Tidak terdapat larangan kawin
Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk ngsleng perkawinan di
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antara orang-orang yang mempunyai hubungan tadapdaraan terdapat dalam
Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (F) Undang-undanmggweinan.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang sesepaaggnasih terikat oleh

suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalaal yang tersebut di dalam

ayat (2) pasal 3 dan pasal 4.

6. tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-ist@mg sama yang akan
dikawini.
Pasal 10 Undang-undang Perkawinan menyatakan :ifapshami dan istri
yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yamgdan bercerai lagi untuk
kedua kalinya, maka di antara mereka tidak bolééndgsungkan perkawinan
lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dpardayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tengganahipd
Ayat (1) pasal 11 Undang-undang Perkawinan menantbahwa bagi seorang
wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka wakhggu. Jangka waktu
tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam pasabitilanjut di dalam pasal
39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197§ yaenyatakan sebagai
berikut :

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dudéks dalam pasal 11
ayat (2) Undang-undang perkawinan ditentukan selgekut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktuggunditetapkan
130 (seratus tiga puluh) hari.

b. Apabila perkawinan putus karenma perceraian, wakiggu yang masih
datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci denggkusang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datantarbulitetapkan 90
(sembilan puluh) hari.

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebutrd&tadaan hamil,
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waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus parkawkarena perceraian
sedang antara janda tersebut dengan bekas suabehya pernah terjadi

hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tergggvaktu tunggu
dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang pueyai kekuatan
hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang arena kematian,

tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian sogani

Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah inigatarpenting karena
berhubungan langsung dengan persoalan anak yany dikdirkan setelah
perkawinan itu putus. Dengan menggunakan masa tumgg akan dapat

ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akian lah

8. Memenuhi tata cara perkawinan
Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pémcattan tata cara

perkawinan itu pada peraturan pelaksanaannya, Reft@turan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 hingga pasal 11.

2.2 Pembatalan Perkawinan
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan
Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan asygerkawinan bisa

dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No. 1 tal®ird4 pasal 22 menyebutkan:
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakktid@menuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalakaweran adalah tindakan
pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakdawiean yang dilakukan itu
dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyataldak tséah, maka perkawinan itu

dianggap tidak pernah ada.

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhaslagtu amalan seseorang,
karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seildék imemenuhi syarat dan rukun,

juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oledmeag Jadi secara umum, batalnya
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perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak salpeykawinan karena tidak memenuhi
salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilaratau aiharamkan oleh
agama.(Ghazaly,2003:141)

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaaaranpembatalan dengan
perceraian. Perceraian berarti perkawinan itu suaiddn dan telah sah akan tetapi
perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan pérkawrumah tangga itu
diputuskan, baik atas persetujuan bersama atauirgaen salah satu pihak. Kalau
dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perawiidak menganut pengertian
tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam mepemnjelasan pasal 22 dapat kita
lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisgtal atau bisa tidak batal. Sehingga
dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan aggmaasing-masing, mengenai
harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena npgta aturan yang ditetapkan
agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah mehierukun dan syarat
kawin.(Wahyudi,2004:307)

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yaedhubungan dengan hukum
taklifi maupun hukunwadhl perkawinan bisa dikatakan sah, dan bisa pula &rkna
fasad (fasis) atau batal (batil). Pengertian dahiepapa istilah tersebut adalah sebagai
berikut (Effendi dalam Mimbar Hukum,1997:121-122)

a. Sah
Kata sah berasal dari bahasa Aralahih” yang secara etimologi berarti

sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Mernstilah Ushul Figh kata
sah digunakan kepada suatu ibadat atau akad ydaksaliakan dengan
melengkapi segala syarat dan rukunnya. Demikiaa gdehgan sebuah akad
nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukurararain halalnya
bergaul sebagai suami istri, suami wajib membefkatakepada pihak istri,

saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan makaumpakan anak sah.

b. Fasad atau batal
Dua istilah tersebut ini adalah lawan dari istikgh. Artinya bilamana suatu

akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau bataikBstilah fasad maupun
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istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksarzatai atau nikah misalnya
yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syaratrakmnya. lIbadat yang
tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atkumoya atau karena mani
(penghalang) bisa disebut akad yang fasad dan Imilehdisebut akad yang
batal. Pelaksanaan ibadat seperti itu hanya kalhada pada permukaan,
namun dalam pandangan hukum sybedum dianggap terlaksana. Oleh sebab
itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajiblagig pelaksanaannya.

Ibadat yang batal atau fasad dianggap belum mekam&ewajibannya.

2.2.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan
Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang kideksikan ada beberapa
tahapan yang harus dijalankan yaitu:

1. Pengajuan Gugatan
Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonamastectulis atau lisan
kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang isetadirdiwakilkan kepada orang

lain yang akan bertindak sebagai kuasanya.

Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohartdidampiran yang terdiri

dari :
a. Foto copy tanda penduduk

b. Surat pengantar dari kelurahan bahwa pemohon lemar penduduk
setempat

c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dinkamo pembatalan
perkawinan dengan pihak Pemohon

d. Kutipan akta nikah

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepadagaB#an Agama
meliputi:

a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinangtilingkan

b. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat tinggal&edami istri
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c. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediamanisua
d. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediamin ist

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepadaohon untuk
menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan w@p&rluan pemeriksaan.
Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakdain lampiran untuk
keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperlapabila ada permohonan

banding.

2. Prosedur Penerimaan Perkara
Tata cara dalam penerimaan perkara di PengadilamAderdiri dari :

a. Meja Pertama
1. Menerima gugatan, permohonan perlawanan, pernyabasmaing, kasasi,

permohonan peninjauan kembali, penjelasan dan giearabiaya perkara;

2. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalamgkap tiga dan

menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon;
3. Menyerahkan kembali surat permohonan kepada ca&ompon;

b. Kas
1. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (IBR)biaya eksekusi

dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM,;

2. Membukukan penerimaan uang panjar biaya parkardidga eksekusi dalam

jurnal penerimaan uang;

3. Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM dappihak calon

pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas;

4. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yatggindanya kepada

bendaharawan perkara dan dibukukan dalam bukuljurna

c. Meja Kedua
1. Menerima surat gugatan atau perlawanan dari camggugat atau pelawan

rangkap sebanyak jumlah tergugat atau terlawanmbma sekurang-
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kurangnya 4 (empat) rangkap untuk keperluan masiaging hakim;

2. Menerima surat permohonan dari calon pemohon segtkarangnya

sebanyak 2 (dua) rangkap;
3. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon

4. Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalaegistnasi yang
bersangkutan serta memberikan nomor registrasi gagat permohonan

tersebut

5. Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohoaag telah diberi nomor

registrasi kepada pemohon

6. Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah nfagsus dengan
melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-sueatgyberhubungan
dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitetuk selanjutnya
berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Kxtogadilan melalui

Panitera.

d. Meja Ketiga
1. Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/PengadilarggiMviahkamah

Agung kepada yang berkepentingan;

2. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agamadaepéhak yang

berkepentingan;

3. Menerima memori atau contra memori banding, mewmnmifa memori kasasi

jawaban/tanggapan dan lain-lain;
4. Menyusun atau mempersiapkan berkas

Tahap Persiapan
1. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan memepelajaiengkapan

persyaratan dan mencatat semua data perkara, yangditerimanya dalam
buku penerimaan tentang perkara kemudian menyamipadikpada Panitera

dengan Melampirkan semua formulir yang berhuburdgmgan pemeriksaan
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perkara.

2. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yanglid@rimanya itu kepada
ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruhugas yang

bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku regigegsara.

3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah sumabopenan diterima
bagian Kepaniteraan, panitera harus sudah menyaratdepada Ketua
Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadiama dalam buku
ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, diamumenyampaikan
kembali berkas perkara tersebut kepada Panitergadedisertai penetapan
Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudatubkatilakukan dalam

waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diteramiakdtua/Wakil Ketua
Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/fHakim yangsargkutan dan
selanjutnya membuat penetapan Hari Sidang (mod&)Rkengenai kapan

sidang pertama akan dilangsungkan.

5. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Ratiggntuk diperbantukan
pada Majelis Hakim yang bersangkutan.

Pemanggilan
Berdasarkan penetapan hari sidang, juru sita alkdakokan pemanggilan kapada

pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidsegpai dengan hari, tanggal,
jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan $ldeang. Pemanggilan secara
resmi disampaikan kepada pribadi yang bersanglattankuasa sahnya, bila tidak
dijumpai diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desng ybersangkutan.
Dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudahinda pemohon maupun
termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnyai 3dtaelum sidang dibuka.
Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perluhdiplean tenggang waktu
pemanggilan dan diterimannya pemanggilan terseBP@manggilan kepada

termohon harus dilampiri salinan permohonan.
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Persidangan
Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawiadam Ketua membuka

persidangan dan menyatakan bahwa persidangan ¢ednttik umum, selanjutnya
para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalsang persidangan setelah
mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yapgti@ra yang hadir dalam
persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dindaa Hakim dapat mulai
memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untekgetahui duduk
perkaranya. Hakim sebelumnya mendamaikan merekabdantidak berhasil
maka sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu teamofang tidak hadir dengan
tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasamgenai ketidak hadirannya,
sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuknamggil pihak yang tidak
hadir dan Hakim Ketua memerintahkan kepada parakprang telah hadir untuk
datang menghadap pada hari yang ditetapkan tertseipd panggilan lagi, Hakim
Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepadahemmantuk membawa

saksi. Setelah penundaan diumumkan persidangandk@mdinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinsuman persidangan sama
dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulawvan salah satu termohon
tetap tidah hadir meskipun dalam berita acara plmgdelah dipanggil secara
patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memerikse [Eksi untuk

mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan temndila sudah selesai
memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim gadakan musyawarah
dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah puttsaebut diumumkan

persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh haddtaa.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohoru aermohon masih

diberikan kesempatan untuk menolak keputusan damgapgkan banding atau
menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yangikiimemengajukan banding
adalah 14 hari setelah putusan Pengadilan Aganmaudinkan atau diberitahukan
secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketikeagkan putusan itu, pemohon

atau termohon dapat mengajukan permohonan bantsgpatusan itu kepada
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Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

6. Putusan
Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetegka panitera

berkewajiban untuk :

a. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepRdgawai Pencatat
ditempat pembatalan perkawinan terjadi dan Peg&®eacatat mendaftarkan
putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftgrdipergunakan untuk
itu.

b. Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Reilgn Agama sebagai

surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinarakieppara pihak.

c. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kep@dgawai Pencatat
tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatda gmagian pinggir dari
daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yditamgsungkan diluar

negeri salinan putusan disampaikan kepada Pegamaatt di Jakarta.

2.3 Ketentuan Pembatalan Perkawinan
Pada dasarnya suatu akad perkawinan jika terdagasdkan atau kekurangan

pada salah satu rukun atau syaratnya, maka ak&idvwiaan tersebut dianggap tidak
sah. Akad nikah adalah suatu perikatan antar sgofaki-laki dengan seorang
perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapanorang saksi dengan
menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (igdhas), ijab diucapkan oleh pihak
perempuan atau wakilnya dan qabul diucapkan olédtakpilaki-laki yang berupa

pernyataan menerima. (Benyamin,1988:15)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikahadiebatal atau dengan
kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Urgdandang No.1 Tahun 1974 telah

diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangd@apéran yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis lurus keatas mawghawah.

2. berhubungan darah dalam garis menyamping yaituraargaudara, antara

seorang dengan saudara orang tua dan antara sedsemgin saudara
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neneknya.
3. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, mardant ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuak, sesasuan, saudara

sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagaathibikemenakan dari istri,

dalam hal suami beristri lebih dari seorang.

6. mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturanyé&aig berlaku,

dilarang kawin.

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islanalietliatur pula mengenai
pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa gemkawinan dapat dibatalkan
apabila.

1. seorang suami melakukan poligami tanpa seizin RitlagaAgama.

2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahasih menjadi istri

pria lain yangnafqudatau hilang.
3. perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dexs lain.

4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinaagséinana ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamaiteh wali yang tidak
berhak.

6. perkawinan yang dilakukan dengan paksaan

Didalam Islam suatu perkawinan itu dianggap s&h, gglah memenuhi rukun dan
syarat yang telah ditentukan, karena keduanya rakaump faktor utama penyebab
batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sabBogtu perkawinan apabila syarat
dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi debal&nya batalnya suatu
perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketalolai cacat atau tidak terpenuhinya

syarat dan rukun tersebut.
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Sesuai dengan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukummisdaatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila seorang suami melakukan poliganpa seizin pengadilan agama,
selanjutnya didalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi tinklslam menyatakan bahwa
seorang suami atau istri dapat mengajukan permohosmbatalan perkawinan, apabila
pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi panipatau salah sangka mengenai

diri suami atau istri.

Adapun alasan penyebab batalnya suatu perkawingat dainci sebagai berikut:
1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya yaitu
a. mempelai laki-laki

b. mempelai perempuan
c. wali
d. 2 (dua) orang saksi

e. ijab gabul

2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan

Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2(dyaitu syarat materiil dan syarat
formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syama¢ngenai diri pribadi calon
mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut fateslatau tata cara yang harus
dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilaggsnn Untuk syarat materiil ada
yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja. Adapemelasan syarat-syarat materiil

dan formil adalah sebagai berikut :

a. Syarat materiil
Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapatebalkan tidak

terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syamaigyberhubungan dengan rukun
perkawinan dan syarat ini bersifat esensial daratdpga disebut obyek perkawinan

atau dalam Hukum Islam dikenal larangan yang tlzlkh dilanggar, antara lain :
1. adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan)nasab

2. seorang wanita yang menikah lagi dimasa iddahniarbselesai
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3. wanita yang berstatus istri yang sah, kawin lagigd@ pria lain
4. seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak tehpeya syarat materiil ini,
maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukatuysecara yuridis dari semula
perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tigakah terjadi. Hal ini tertuang

dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

a. Karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidalakukan akad nikah
karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalgaleth satu dari keempat

istrinya itu dalam iddah talak rigj
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telalawlilya

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernatudijséiga kali talak olehnya,
kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikahgan pria lain yang
kemudian bercerai lagi lolal al dukhul dari pada pria tersebut dan telahishab

masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempumybungan darah,
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yamghalangi perkawinan

menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yai
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurbaweh atau keatas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menpgnygitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan aataeng dengan saudara

neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak timamiel dan ibu atau ayabh tiri;

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesuamak, sesusuan, saudara

sesusuan, bibi atau paman sesusuan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibikataenakan dari isteri atau

isteri-isterinya.
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b. Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinamitly syarat yang

berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkaw8yamat ini disebut syarat

subyektif dan akibat hukum darinya adalah batakkarhukum yaitu yang dapat

dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, miagberkawinan yang dilaksanakan

pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenasdgapvinan yang dibatalkan oleh

pihak ketiga.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkaavirdapat dibatalkan apabila:

a.
b.

Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin RilagaAgama;
Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketamsih menjadi istri pria

lain yang mafqud,;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam ndshidari suami lain;

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawindragsémana ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamakeh wali yang tidak

berhak;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undand Nahun 1974, alasan-
alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan penkavadalah sebagai berikut
“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai a@bh@erkawinan yang

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah ataugydilangsungkan tanpa
dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan peaiaanya oleh para keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suamiiatau, jaksa dan suami atau

isteri”.

Dan dalam Pasal 27 ayat (1dan2) jo. Pasal 72 KasipHukum Islam (KHI)

menyebutkan:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan perraohg@embatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di lbawacaman yang
melanggar hukum;

2. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohgrembatalan
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perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pémkavterjadi penipuan
salah sangka mengenai diri suami dan isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang berssdalgka itu menyadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) belatak itu masih tetap
hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakaknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya.gugur

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpuldmvaasuatu akad perkawinan
jika terdapat pengrusakan atau kekurangan padha sata rukun atau syaratnya, maka
akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah diketakainya tidak sah maka yang

mengetahui wajib berinisiatif melakukan pembatadarkawinan.

2.4 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawnan
Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun p@rdohonan pembatalan
suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihakgyberhak mengajukan kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempdamhgsungnya perkawinan, atau
tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut, l@tzujuga di tempat tinggal salah satu
dari pasangan tersebut baik suami atau istri. Renian dapat dibatalkan, apabila para
pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkakapénan
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatzakawinan ini terdapat
dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jal F&Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yaitu :
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari satamu istri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinam laitwtuskan
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang dan setiapg yang mempunyai
kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawiersebut, tetapi
hanya setelah perkawinan itu putus.
Menurut Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ye@imgya adalah dapat
dibatalkannya suatu perkawinan karena salah sdtakpmasih terikat perkawinan

dengan pihak lain. Pembatalan dapat dimintakan:oleh



26

Suami atau istri dari perkawinan terdahulu
Suami atau istri dari perkawinan yang baru ataikberya
Sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas

Semua orang yang berkepentingan terhadap perkavtinan

o 0w Dp PR

jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pahpatkawinan yang tidak
berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpadiii oleh dua orang saksi dapat
dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalams deeturunan lurus keatas dari
suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteriglP26 ayat (1) Undang-undang No.1
Tahun 1974).

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohpembatalan perkawinan
itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggdurhuatau pada waktu
berlangsungnya terjadi salah sangka mengenaiufirmsatau isteri (Pasal 27 ayat (1)
dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

2.5 Pemalsuan dokumen
Ketentuan pemalsuan dokumen didasarkan pada Ré&akRab Undang-undang
Hukum Pidana, isi dari pasal tersebut adalah:
Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukacugesurat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atabgiesan hutang, atau yang
diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengaaksud untuk
mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah guratdalah surat yang asli
dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiadapat menimbulkan sesuatu
kerugian, maka karena salah telah melakukan pearalsurat dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersatmlindungi “publica
fides” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuiti Perbedaan antara
“membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adbkya pada perbuatan membuat

secara palsu itu, semula belum ada sesuatu swptapkemudian dibuatlah surat itu
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akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengaenkedn. Sedang pada perbuatan
memalsukan semula memang sudah ada sepucuk samgtkgmudian isinya dirubah
demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentandangan kebenaran ataupun
menjadi berbeda dari isinya yang semula.



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkra Pembatalan
Perkawinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.

Perkara Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra adalah perkaembatalan
permohonan pembatalan perkawinan, karena adanysd bakum akibat tidak
memenuhi syarat perkawinan. Adapun duduk perkaraadaah pihak suami
yaitu Sri Santoso Setyo Basuki telah melakukan geikan yang kedua kalinya
tanpa menceraikan atau meminta izin untuk menikah pada istri pertamanya
melainkan memalsukan surat yang menyatakan dia diaga ditinggal mati
istrinya, atau dengan pengertian lain telah begpati tanpa adanya izin dari
Pengadilan Agama setempat, dimana telah melanggantkan pasal 4 Ayat (1)
Undang-undang perkawinan, jo pasal 40 Peraturarefetah No.9 Tahun 1975,
jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huksharh yang menyatakan suami
yang hendak beristri lebih dari satu orang harusdapatkan izin dari pengadilan
agama. Terhadap putusan perkara perdata Nomor@32/P004/PA.Kra hakim
menggunakan beberapa pertimbangan hukum, diantarany

Karena pihak suami yaitu Termohon | telah melakugarkawinan yang
kedua kalinya atau telah melakukan poligami dengammohon Il tanpa
sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari istaenpemya yaitu Tri Hardini,
padahal antara Termohon | dengan isteri pertamdegsebut masih terikat
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerain§gdidalam hal ini telah
terjadi poligami tanpa adanya izin dari pengadigama.

Pada dasarnya poligami boleh dilakukan asalkan memesyarat-syarat
yang ditetapkan juga tidak bertentangan dengan’'ay&llah SWT atau aturan
lain yang telah dibuat untuk kemaslahatan mandsiagendiri. Jika salah satu
faktor misalnya menikah tanpa persetujuan istriuaistri-istri , maka bisa
dikatakan pernikahannya kurang memenuhi syaragqoii dan bisa difasidkan.
Apalagi kalau sampai terjadi penipuan atau pemal&entitas seperti yang telah

dilakukan oleh Sri Santoso Setyo Basuki.

28
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Mengenai poligami di dalam islam diperbolehkan,rgdaseorang laki-laki
mempunyai istri lebih dari satu seperti yang tedatur didalam AL-Quran surat
An-Nisaa’ ayat 3 yang menterjemahkan:

“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil telfya hak-hak wanita yatim
(ika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-warlain) yang kamu
senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kakutttidak dapat berlaku
adil, maka (kawinilah) seorang saja”

Berdasarkan ketentuan dalam Islam tersebut jelasinjigkkan bahwa kaum

laki-laki umat Islam boleh kawin sampai dengan emiséti dalam waktu
bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil tdedapat alasan-alasan
tertentu yang menyebabkan diperbolehkannya menilatgan lebih dari satu
orang isteri.

Baik hukum islam maupun Undang-undang Perkawinabersanya
memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, tesmmi harus dapat
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Daldindang-undang
perkawinan, mengenai persyaratan untuk berpoligaagi seorang pria diatur
dalam pasal 3 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

a. Harus ada izin dari Pengadilan

b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan

c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkamyartidak ada

larangan dalam hal ini.

Mengenai alasan-alasan diperbolehkannya berpoliggnsépat dalam pasal
4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenpemgawinan jo Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pengadilanyhamemberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebihsgarang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebageiiis

2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidpat disembuhkan

3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam perkara ini pihak suami yakni Sri Santosoy&eBasuki selain
melakukan perkawinan tanpa izin Pengadilan Aganga jtelah memalsukan
identitasnya saat melaksanakan perkawinan kedugaya, dalam hal ini dapat

digolongkan penipuan atau salah sangka mengemai dir
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Berdasarkan dari fakta yang penulis peroleh dapa&tahui bahwa setelah
pemohon dalam permohonannya meminta agar Pengailijama membatalkan
perkawinan Termohon | dan Termohon II, permohonarsebut dikabulkan.
Adapun dasar pertimbangan hakim dala memutus erkar
Nomor:832/Pdt.G/2004/PA.Kra., diantaranya:

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 71 ayat 1 Kosigidakum Islam jo.
Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1@74P@sal 73 huruf b
Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewend&sngadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang teitntdkan, Pemohon
dan Termohon Il (kuasanya) datang menghadap sefigersidangan sedangkan
Termohon | tidak datang menghadap ke persidangantidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil@fau kuasanya
dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara P#argdelah dipanggil secara
patut dan sah sedang tidak ternyata ketidakhadieadisebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah, kemudian atas kehadiran Pemdaon Termohon I
(kuasanya) menghadap persidangan, maka surat penaohpemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon | tidak getedir menghadap
dipersidangan, maka jawabannya tidak dapat didedigarsidangan dan bahwa
atas permohonan Pemohon tersebut diatas, maka fienrib (kuasanya) telah
memberikan jawabannya yang pada pokoknya tidakri&de atas permohonan
pembatalan nikah antara Termohon | dengan Termdhdan mengakui atau

membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pdramannya Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
1. Foto copy kutipan akta nikah N0.412/11/X1/2004 galgR22
Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama kecamatan Matesih, kabupaten Karanganyatti(buk
P.1)
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2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
N0.11.2814.060959.0001 tanggal 28 Agustus 2001 tibuk
P.2)

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawapau memberikan
keterangan sebagai berikut:

SAKSI | M.D. SUWARNO bin TARWO SUWITO, umur 60 tah, agama
islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Poko Degadd Kecamatan Wonosari
Kabupaten Klaten ;

1. Bahwa benar saksi kenal dengan Termohon | sejainta@93 karena jadi
warga kami;

2. Bahwa benar Termohon | sudah mempunyai isteri yaexpama Tri
Hardini dan sudah punya anak dua orang;

3. Bahwa saksi tahu antara Termohon | dengan istetimydardini belum
pernah bercerai;

SAKSI Il PANUT MURDIYANTO bin MARTO PAWIRO, umur 60tahun,
agama kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggbkio Desa Duwet Kecamatan
Wonosari Kabupaten Klaten;

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon | sejak talfi8 yaitu sejah
Termohon | pindah ke dukuh kami;

2. Bahwa Termohon | sudah mempunyai Isteri bern@mBardini dan sudah
punya anak dua orang, mereka suami isteri yangdaahbelum pernah
cerai sampai saat ini;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tedsidalilkan hal-
hal yang pada pokoknya bahwa perkawinan antaradreasml dengan Termohon
Il yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2@adelah tercatat pada Akta
nikah Nomor: 412/11/X1/2004 tanggal 22 Nopember £200ohon dibatalkan,
karena ternyata pernikahan tersebut tidak memepatsyaratan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 18#fahg perkawinan jo.
Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Huksharh (KHI), yakni karena
pernikahan antara Termohon | dengan Termohon Helert tanpa izin dari

Pengadilan Agama. Padahal sebelum perkawinan tdrseermohon | telah
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mempunyai seorang isteri yang bernama Tri Hardimti bHadi Sumarto.
Termohon | dengan Termohon Il dapat menikah kam@agan memalsukan
dokumen yaitu menyatakan bahwa Termohon | mengalah tduda dan telah
mati di tinggal isterinya dengan menunjukkan skeahatian terhadap isterinya.

Menimbang bahwa termohon II (kuasanya) telah meikderjawaban
secara lisan di muka persidangan yang pada pokokmgsgakui dan
membenarkan dalil-dalil permohonan dan menyatakdak tkeberatan apabila
perkawinan mereka dibatalkan.

Menimbang bahwa sesuai kutipan Akta Nikah Nomors/2688/V1/1979,
harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon | telalk@edalam perkawinan yang
sah dengan seorang wanita bernama Tri Hardini bifadi Sumarto, yang
bertempat tinggal di desa Duwet Kecamatan Wono&afupaten Klaten.
Pernikahan mereka telah kumpul rukun dan belumgbebercerai.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti berupa foty émpipan Akta
Nikah Nomor: 412/11/X1/2004 tanggal 22 Nopember £0@erbukti bahwa
Termohon | telah menikah lagi dengan Termohon mata pernikahan tersebut
tidak dalam sepengetahuan atau dengan persetujnisteri pertama (Tri
Hardini binti Hadi Sumarto) serta tidak pula meratagzin terlebih dahulu dari
Pengadilan Agama. Termohon | dapat menikah laggaenermohon Il karena
Termohon | memalsukan identitas atau mengaku ditdegghl mati isterinya,
sehingga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatatesin (pemohon)
atau Pegawai Pencatat Nikah menyatakan dan merg@arugnikahan antara
Termohon | dengan Termohon Il tersebut telah meimesyarat, sehingga
pernikahannya dapat dilangsungkan dan kemudiaradipada Akta Nikah pada
Kantor Urusan Agama tersebut, namun kemudian téangiketahui dikemudian
hari bahwa Termohon | tidak berstatus duda, tesmmaliknya masih terikat
perkawinan yang sah dengan Tri Hardini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4(RByaindang-undang
Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang yang akan melakpkégami terlebih
dahulu mengajukan permohonan izin poligami kepaeag&dilan Agama dan

dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Ndmtahun 1974, maka
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perkawinan yang kedua tersebut tidak mempunyai &ekuhukum dan dapat
dibatalkan oleh pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertinapanijatas, maka
permohonan pemohon dalam petitum primer angka tu)(skn 2(dua) dapat
dikabulkan.

Dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang tetlakukan oleh
Termohon | yang mengaku berstatus duda berdasatkahketerangan kematian
istri pertama untuk digunakan pada pernikahan kedaa ternyata dikemudian
hari bahwa Termohon | tidak berstatus duda, tesmmaliknya masih terikat
perkawinan yang sah dengan Tri Hardini. Hal iniatagigolongkan telah terjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suamigapat pula dijadikan alasan
untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawiolah, karena itu bagi
Pengadilan Agama Karanganyar telah cukup alasaokumenjadikan bukti
tersebut sebagai dasar untuk memutuskan pembagilkawinan poligami antara
Terohon | dengan Termohon II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah sesugan Pasal 9 dan
Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentarkpwinan jo pasal 71
huruf a Kompilasi Hukum Islam maka hakim memutuskpambatalan
perkawinan Sri Santoso Setyo Basuki dan Suparmgatemkta nikah Nomor :
412/11/X1/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tidak bleukéan hukum. Sehingga
apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kakubtikum tetap, tetapi
kedua pasangan Sri Santoso Setyo Basuki dan Sugamiaki menghiraukan
terhadap ketentuan tersebut dan masih hidup bersaaka hubungan seksual
antara keduanya dikatakan hubungan zina dan apaeiteghasilkan anak juga

akan termasuk kedalam golongan anak luar kawinatald zina.

3.2 Bagaimana Akibat Hukum Yang di Timbulkan Akibat Adanya
Pembatalan Perkawinan.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat dibatalkeenkatidak sahnya
perkawinan tersebut, dan tidak sahnya tersebutn&amilaksanakan karena

bertentangan dengan peraturan perundang-undangdain stu juga tidak
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terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersefahya instansi pengadilan
yang berwenang membatalkan perkawinan, Pengadig@maA bagi mereka yang
menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri baggkaeyang menikah secara
non Islam mengingat bahwa dengan pembatalan perkawiersebut dapat
membawa akibat hukum terhadap suami-isteri, anak-anaupun orang lain
sebagai pihak ketiga. Maka ketentuan tersebut diodkdan untuk menghindarkan
terjadinya pembatalan perkawinan oleh instangiai pengadilan.

Dalam kompilasi Hukum Islam dibedakan antara penkaw batal dengan
perkawinan dapat dibatalkan, dimana perkawinanl| byatidu perkawinan yang
batal sejak awal sesuai dengan ketentuan Pasalndé@nd-undang Nomor 1
Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan terdapitndgasal 71, dimana
perkawinan tersebut batal sejak putusan Pengadlg@ama mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Perkawinan yang dilakukan Srt&anSetyo Basuki dengan
Suparmi merupakan perkawinan dapat dibatalkan kaemasuk dalam pasal 71
huruf a dimana suatu perkawinan dapat dibatalkaabikp seorang suami
melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama gdasal 72 ayat (2)
menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapagapsan permohonan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlaggsanperkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suamisitaikarena bukan termasuk
dalam kategori perkawinan batal sehingga setelaputkean pembatalan
perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap perkawiessebut dianggap
pernah ada dan tetap sah.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatbyatam hukum
yang sangat penting dan mangandung akibat-akibtd &ensekuensi tertentu
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari’aamisl Oleh karena itu
melaksanakan akad perkawinan yang tidak sesuaiadekgtentuan yang telah
ditetapkan oleh syari’at Islam adalah perbuatargysia-sia, bahkan dipandang
sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang wadgah oleh siapa pun
yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalailaapamikahan itu telah
dilaksanakan.
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Bagi para pihak yang berwenang sesuai ketetapamgeng-undangan yang
berlaku atau siapa saja yang mengetahui bahwakpéamnnya cacat hukum
karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukambaikan, maka wajib
mengajukan pembatalan perkawinan kepada instangi lyarwenang, dalam hal
ini Pengadilan Agama bagi mereka yang melakukakapenannya dengan cara
Islam.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelgbukesan Pengadilan
Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlglak saat berlangsungnya
perkawinan (Pasal 74 KHI), namun apabila pembatptakawinan karena tidak
terpenuhinya syarat formil perkawinan dan setelalitugan pembatalan
perkawinan para pihak memutuskan untuk kembaliabersdak dengan cara
rujuk tetapi dengan cara akad baru lagi yang rdamsyarat kawinnya dipenuhi,
maka dalam hal ini tidak mengurangi bilangan taksdhingga suami tetap
mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bitateamyata batal, tidak
mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu l@atgrwujud pada lahirnya
saja, sedangkan menurut hukum islam dianggap tdiksama sekali. Namun
kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yaalg t@¢ncukupi ketentuan-
ketentuan syari’at itu, terjadi hubungan antaransuisteri yang ada kaitannya
dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama. ifi terdapat beberapa
masalah lainnya yang berkaitan langsung denganngalouseksual tersebut, yaitu
masalah apakah perbuatan itu dianggap zina atak dthnggap zina, dan jika
menghasilkan anak, apakah anak itu dianggap amek aau bukan anak zina.
(Effendi dalam Mimbar Hukum.1997:126)

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan asaran putusan
pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyaiakakuhukum tetap maka
perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak nuerygi kekuatan hukum.
Karena perkawinan antara Termohon | dengan Termdhtdak sah menurut
hukumnya, maka mengenai akta yang dikeluarkan Kkettor Urusan Agama
Kecamatan Matesih No0.412/11/X1/2004 tertanggal 2@oémber 2004 dapat

dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun demikitethadap putusan
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Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukunp tatas batalnya suatu
perkawinan, tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan teuse

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itika,bkecuali terhadap
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasagtas adanya
perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dakmdan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebetaputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tpteal 28 ayat (2)
Undang-undang perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasiudukslam)

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapmpunyai segala

akibat perdata yaitu:

a. Terhadap suami isteri, akibat hukum yang tindaul suatu perkawinan
yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinpatakatal sejak
adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempugkaiatan
hukum tetap.

b. Terhadap anak-anak mereka, akibat hukum tephadak-anak yang
dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkaalad bahwa status
dari anak yang sah dari keturunan kedua orang &jaagal saja
perkawinan itiu oleh suami isteri kedua-duanyaheddakukan itikad
baik (pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3.2.1. Kedudukan anak

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusigpooreai naluri untuk
melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anakrdiéduarga sangat ditunggu-
tunggu. Anak adalah penerus keturunan orang tudagakan lengkaplah sebuah
keluarga jika telah lahir anak-anak yang sehatmioh terhadap perintah orang
tuanya.

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebdgiatadari perkawinan

yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum ataunbab keperdataan
terhadap ayah dan ibunya. Sedang anak tidak sghaabk yang dilahirkan diluar
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perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai huburkggerdataan dengan
ibunya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1%&&lR12 bahwa
anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebkigat perkawinan yang sah.
Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan menentsiedus anak. Apabila
perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak ydalgirlan statusnya sah,
tetapi jika perkawinan kedua orang tuanya tidak rsalka anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin.

Anak vyang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukgrembatalan
perkawinan tersebut dipandang bukan sebagai amek dan nasabnya tetap
dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jikka&inan yang dilakukan oleh
seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidakkasdna sengaja melakukan
kesalahan seperti memberikan keterangan palsusakman palsu, surat-surat
palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengaenkean yang berlaku maka
perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jikserkawinan yang
dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan malka tersebut tidak wajib
beriddah, pihak yang melakukan pemalsuan keterategaabut dapat dikenakan
tuntutan pidana dan jika selama perkawinan telgadiepersetubuhan, disamping
perkawinan itu wajib dibatalkan yang bersangkutétertakan tuntutan pidana
sedang persetubuhannya itu dipandang sebagai gearindan melanggdrad
(batas larangan), nasab anak yang dilahirkan tadimbat dipertalikan kepada
ayahnya tetapi hanya dipertalikan kepada ibunyaa. sg§Al-Jaziri dalam
Manan.1999:51)

Akibat dengan adanya keputusan pembatalan perkawina sangat
berpengaruh terutama terhadap anak apabila dalda@vpean itu telah diperoleh
keturunan, maka yang menjadi persoalan adalah leakefihara dan mengasuh
anak yang masih dibawah umur tersebut diantaraigetan yang telah berpisah.

Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakakang tuanya dari
akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dangeeai status anak yang
dilahirkan tetap mempunyai status hukum secarairssimagai anak kandung

mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukdengan ibu dan
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bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak putgadneahli waris dengan
kedua orang tua mereka. Dan dengan sehubunganrdé&egajiban orang tua
terhadap anaknya walaupun perkawinan antara omsangya telah putus tetapi
kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap halaksdnakan sampai anak-anak
tersebut dewasa, seperti tertuang dalam UU NohiiT4974 Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ared& mereka
sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (33aPai berlaku
sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri seridewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedusgdranputus.

Seperti pula maksud dan tujuan yang terkandungrdpksal 28 ayat 2 sub
(a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7@gflasi Hukum Islam
(KHI) adalah untuk melindungi kemaslahatan dan képgan hukum serta masa
depan anak yang perkawinannya dibatalkan, meskgmgara psikologis bila
perkawinan tersebut betu-betul dibatalkan akanptet@mbawa dampak yang
tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anaktats Namun dalam kasus
yang penulis teliti kebetulan perkawinan yang diba&tn baru berusia satu bulan
sehingga kemungkinan belum mendapatkan anak, aiapittidak menutup
kemungkinan dalam masa perkawinan mereka telahkoiela persetubuhan dan
dimungkingkan dalam rahim si isteri sudah terdgqoain dari si suami.

Sebenarnya telah menjadi kewajiban bersama sutamiusituk memelihara
dan mengasuh anak. Suami isteri terus memperlakykaisecara baik-baik
sehingga akan dapat menumbuhkan jasmani dan aksdngamembersihkan jiwa
secara baik pula sekalipun perkawinan kedua omzargyt telah putus.

Untuk anak yang masih belum mumayyiz atau belunurbar 12 (dua
belas) tahun, yang berhak mengasuhnya adalah dminSnenyusui anak beliau
lebih mengetahui dan lebih sabar untuk memeliharageri pada bapak. Atas
dasar itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibl tebiamakan.

3.2.2 Kedudukan Istri
Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan olehe@®sg tidak sah

karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak ajanglan belum terjadi
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persetubuhan maka perkawinan tersebut harus dibatalyang melakukan
perkawinan itu dipandang tidak berdosa jika telabhati persetubuhan maka
persetubuhan itu dipandang sebagai Wathi’ syubidak tdipandang sebagai
perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sainles

Status suami istri yang perkawinannya dibatalkatustya kembali seperti
keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karemkawman yang telah
dilangsungkan dianggap tidak pernah ada. Maka Teomd kembali ke posisi
sebelumnya yaitu kembali kepada istri pertamanyzaga suami, sedangkan
dengan Termohon Il tidak memiliki hubungan apagghingga status Termohon
Il kembali seperti semula walaupun tidak bisa dikah sebagai janda tetapi juga
bukan perawan karena mereka dianggap telah melakpkasetubuhan, hal
demikian ini dapat merugikan bagi Termohon |l senkirena statusnya yang
tidak jelas dimata masyarakat.

Untuk masa iddah tidak berlaku bagi isteri yanckgernannya dibatalkan,
karena masa iddah hanya berlaku bagi istri yangraiikan saja dengan kata lain
masa iddah hanya diwajibkan bagi istri yang dijatislak saja, seperti yang
tertuang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b yang etakgn apbila perkawinan
putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih ditetapkan 3 (tiga) kali
suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan pilait)

Apabila Sri Santoso Setyo Basuki dengan Suparnelaetpembatalan
perkawinan memutuskan untuk kembali bersatu, makarliblehkan dengan
syarat Sri Santoso Setyo Basuki harus mendapatdam Tri Hardini (istri
pertama) atau Pengadilan Agama untuk berpoligaawi mtenceraikan Tri Hardini
terlebih dahulu dan setelah putusan cerai telakekeatan hukum tetap baru
setelah itu Sri Santoso Setyo Basuki dan Suparmpatdaelakukan perkawinan
kembali dengan akad yang baru.

Kembalinya Sri Santoso Setyo Basuki dengan Suplaanis dilakukan akad
baru, tidak diperbolehkan dengan cara rujuk. Sefairdplam hal ini ketentuannya
sama dengan akibat dari talak Ba'in shugra (talangy dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama).
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3.2.3Terhadap Harta Bersama

Mengenai harta perkawinan dalan Undang-undang ®Rerka maka antara
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan UndangrhipdPerkawinan
terdapat perbedaan. Menurut Undang-Undang Perkawidahwa harta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi hartaabsas Sedangkan harta
bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebaadiah atau warisan berada
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang paa tplak menentukan lain
(pasal 35 (1-2)). Mengenai harta bersama, suarmiiatari dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan hartaaamwasing-masing suami
dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakus@rbuatan hukum
mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2)). Bila gv@rkan putus karena
perceraian harta bersama diatur menurut hukumnysingranasing. Yang
dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hulagama, hukum adat
dan hukum-hukum lainnya seperti musyawarah apaistadilaksanakan. Dengan
demikian Undang -Undang Perkawinan lebih mendekatium adat dan
meninggalkan hukum perdata eropa. Hal mana tidalartbebahwa hukum
perkawinan nasional kita itu telah menerima hukwat yang menyangkut harta
perkawinan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan maka hpatkawinan itu
terdiri dari harta bersama, harta bawaan, hartéahadan harta warisan. Harta
bersama adalah harta yang didapat suami istemagterkawinan. Harta bersama
ini jika perkawinan putus (cerai mati dan ceraiupgdiatur menurut hukumnya
masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukumyajnidarta bawaan yaitu
harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalkatan perkawinan,
mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendini shungkin juga berupa harta
hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masiami isteri sebelum atau
sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiahhddga warisan ini tetap
dikuasai masing-masing jika tidak ditentukan lain.

Pada kasus diatas karena perkawinan baru berlagpgsatn bulan jadi
kemungkinan belum memperoleh harta bersama karang ginamakan harta

bersama vyaitu harta benda yang diperoleh selam&aw®ran. Walaupun
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demikian bila harta bersama itu telah ada makautkspn penyelesaian harta
bersama diserahkan pada suami isteri untuk mensieagra adil dimana didalam
Pasal 36 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974utisen bahwa mengenai
harta bersama, suami atau istri dapat bertindakpetesetujuan kedua belah pihak.
Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahird, apabila
perkawinan putus maka harta bersama tersebut aretourut hukumnya masing-
masing.
3.2.4 Terhadap pihak ketiga

Karena perkawinan baru terjadi satu bulan kemudidibatalkan
kemungkinan membuat perjanjian dengan pihak keliglum ada tetapi bila
Termohon | dan Termohon Il melakukan ikatan peiganpengan pihak ketiga,
mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban menekaypun perkawinan telah
putus. Sebab untuk pihak ketiga dalam hal ini tetegmdapatkan perlindungan
hukum dengan segala perbuatan perdata dan perjatandibuat bersama suami
isteri tersebut sebelum terjadinya pembatalan périen adalah tetap berlaku,
sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetgmatddilaksanakan dan suami
isteri tersebut harus tetap melaksanakan isi datkatan tersebut dengan pihak
ketiga diatas. Sebagai contoh : Apabila Termohalari Termohon II membeli
peralatan rumah tangga yang dibayar secara krepiéda pihak ketiga sedangkan
perjanjian pembayarannya harus diangsur 25x daaydibmingguan, tetapi baru
mendapat 3x angsuran sehingga masih kurang 22 ramgsedangkan pernikahan
mereka telah putus walaupun begitu pembayaran hatag dilunasi karena ini

merupakan hak bagi pihak ketiga.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahuftt disgrik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkamnadd
832/Pdt.G/2004/PA.Kra.,hakim telah memutus perksgauai dengan
duduk perkara yang ada yaitu dengan menggunakammpangan-
pertimbangan yang tepat diantaranya berdasar keteneketerangan
dari para pihak, bukti-bukti tertulis maupun keteyan dari saksi-saksi
dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkaiandaperkara
tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan
kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan iaptetemiliki status
hukum secara resmi sebagai anak kandung merekgjaamereka tetap
memiliki status hukum secara resmi dengan Ibu dapaBnya.
Kedudukan isteri akibat pembatalan perkawinan,usiata kembali
seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawiarhadap harta
bersama yang perkawinannya di batalkan, keputussayepesaiannya
diserahkan pada bekas suami isteri untuk membagr sadil atau
didasarkan menurut hukum agamanya masing-masinggdbdeadanya
pembatalan perkawinan dampak hukum terhadap piledigak ialah
apabila bekas suami isteri tersebut telah melakyejanjian dengan
pihak ketiga, maka mereka harus tetap menyelesakemajiban

mereka.
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4.2 Saran
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahullispdapat memberikan
sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan mesuperkara
pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agartugan yang
dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan padaphak, dan dapat
juga dijadikan panutan terhadap perkara-perkarébptatan perkawinan
yang timbul di kemudian hari.

2. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatiatu perkawinan,
seyogyanya lebih teliti dalam memerilsa berkas-&®&rikang diajukan
oleh pasangan yang hendak menikah. Bagi para pasayang akan
melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui wepasti dan
jelas mengenai jati diri pasangannya, sehinggk tidgadi pemalsuan
identitas atau salah sangka mengenai diri.

3. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluagtgnsan maka lebih baik
Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagési sdalam
persidangan, karena istri pertama tersebut merupakah satu saksi
yang kuat.

Dengan telah diajukan Kesimpulan dan Saran terskais#s, maka berakhir
pula penulisan Skripsi ini. Segala petunjuk dareksrdari panitia penguji sangat

penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan @kigisi ini.
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